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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR  68  TAHUN 2017 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR BANTEN, 

 

Menimbang        : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan 

nomenklatur dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, 

transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta 

Pengadaan barang/jasa,  dilakukan  perubahan 

terhadap Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 

tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten 

Tahun 2015;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu   menetapkan   

Peraturan Gubernur tentang  Standar Operasional 

Prosedur Layanan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Provinsi Banten; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas 

Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 
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3. Undang-Undang  Nomor 25  Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2011 tentang Standar Operasional Prosedur di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 704); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa 

Pemerintah; 

11. Peraturan Kepala  Lembaga  Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14  Tahun 2012 

tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor  

70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua  Atas  

Peraturan Presiden Nomor  54 Tahun  2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Rencana Umum Pengadaan; 

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 

tentang E-Purchasing; 

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 

tentang E-Tendering; 

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8); 

16. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan 

Pengadaan Pemerintah Provinsi Banten (Berita 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 4); 

17. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan,Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi 

Banten; 



-4- 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Banten. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Gubernur adalah Gubernur Banten. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah. 

6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 

yang kegiatan usahanya menyediakan barang layanan jasa. 

7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan 

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh  

barang/jasa oleh satuan kerja perangkat daerah yang prosesnya 

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh 

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.  

8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat UKPBJ 

adalah unit organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan 

pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah yang bersifat permanen, 

melekat pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi Banten. 
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9. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah 

serangkaian  instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai 

proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan 

kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 

10. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan 

oleh unit-unit pendukung (sekretariat) kepada seluruh unit-unit atau 

pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

11. Pelayanan eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan 

oleh unit lini organisasi pemerintah yang langsung ditujukan kepada 

masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk memberikan 

kepastian hukum bagi penerima layanan dalam setiap proses 

penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang 

diselenggarakan oleh  Biro Administrasi Pembangunan Daerah 

Sekretariat Daerah Provinsi Banten. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan 

tertib administrasi dalam mempercepat pelayanan pengadaan 

barang/jasa, maupun dalam penyelenggaraan kegiatan internal di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

 

(1) Ruang lingkup standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Provinsi Banten meliputi: 

a. standar operasional prosedur penyampaian rencana umum 

pengadaan; 
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b. standar operasional prosedur pelaksanaan pengadaan pelelangan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

c. standar operasional prosedur pelaksanaan pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

d. standar operasional prosedur penyampaian hasil proses Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

e. Standar Operasional prosedur pembuatan laporan berkala 

pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

f. standar operasional prosedur penyampaian dokumen lelang cepat; 

g. standar operasional prosedur proses pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa melalui lelang cepat; 

h. standar operasional prosedur penyusunan laporan kegiatan UKPBJ; 

i. standar operasional prosedur pengarsipan; 

j. standar operasional prosedur penyelenggaraan monitoring kinerja 

UKPBJ; 

k. standar operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan; 

l. standar operasional prosedur pengurusan angka kredit oleh 

pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 

m. standar operasional prosedur penilaian dan penetapan angka kredit 

jabatan fungsional pengelola pengadaan Barang/Jasa; dan 

n. standar operasional prosedur pemilihan gagal. 

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur 

Nomor 55 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Unit 

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 

2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 55), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 6 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

 
Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 6 Nopember 2017  

    

GUBERNUR BANTEN, 

 
 

ttd 

 

 
WAHIDIN HALIM 

 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 6 Nopember 2017          

 SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI BANTEN, 

 

 

ttd 
 

 

RANTA SOEHARTA 

 

 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 68 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya  

KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 
ttd 

  
  

AGUS MINTONO, S.H., M.Si 

Pembina Tk. I 

NIP. 19680805 199803 1 010  


